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Abstrak 

Rekomendasi tertulis camat dalam tata cara pemberhentian perangkat desa memuat 

ketentuan pengaturan yang tidak jelas mengenai rekomendasi tertulis. Hal ini dapat 

menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pemberhentian perangkat desa. Dalam 

hal ini yang menjadi pertanyaan adalah apakah rekomendasi tertulis tersebut 

memiliki sifat legal binding. Urgensi pengusutan ini adalah untuk mengetahui legal 

binding dari rekomendasi tertulis camat dalam proses pemberhentian perangkat 

desa. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normative dalam 

pendekatan (statute aprroach) dan pendekatan (konseptual approach). Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa camat sebagai perangkat daerah mempunyai tugas membina 

dan mengawasi kegiatan desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 225 Ayat 1 huruf g 

UU Nomor 23 Tahun 2014. Camat memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap 

perkembangan dan pelaksanaan kegiatan desa dan/atau kelurahan. Dalam hal ini, 

camat akan mempunyai tugas terkait dengan proses pemberhentian pegawai desa. 

Dari segi legalitas, ketentuan ini masih dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, 

karena masih belum jelasnya ketentuan yang memberikan kewenangan kepada camat 

untuk memberikan rekomendasi. Selain itu, rekomendasi wakil kepala desa mengenai 

tata cara pemberhentian kepala desa tidak mempunyai sifat legal binding 

dikarenakan ketentuannya tidak terlalu rinci, sehingga ketentuan lebih lanjut 

mengenai pemberhentian kepala desa diatur dalam peraturan daerah masing-masing. 

Kata kunci: legal binding,rekomendasi tertulis, perangkat desa. 

 
 
 

A. PENDAHULUAN 

Otonomi desa adalah otonomi yang dimiliki desa berlandaskan pada asal-usul 

dan adat-istiadat, yang berarti otonomi tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh 

peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan warisan tradisi yang 

dikembangkan, dijaga, dan diterapkan oleh masyarakat desa dari dahulu hingga 

sekarang. Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang 

selanjutnya disebut UU Desa telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi 
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mandiri. Dalam mewujudkan desa yang mandiri sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014. Desa pastinya harus memiliki pemerintahan desa.(Sugiman 

2018) Pemerintahan desa merupakan satu kesatuan dari organisasi pemerintahan 

desa. Di dalam melaksanakan roda pemerintahan, pemerintahan desa meliputi kepala 

Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan memiliki fungsi 

dan wewenang masing-masing.(Larunga, Labatjo, and Mustikowati 2022) Menurut 

Pasal 26 Undang-Undang Desa, kepala desa bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan desa dengan dukungan perangkat desa.  Perangkat Desa berperan 

sebagai "pendukung" bagi Kepala Desa dalam melaksanakan fungsi  

pemerintahan.(Malik 2020)  

Kepala desa memiliki kewenangan penuh atas penyelenggaraan desa, 

termasuk fungsi perangkat desa. Pengaturan tentang perangkat desa telah diatur 

dalam UU Desa, yang juga mencakup ketentuan mengenai pengangkatan dan 

pemberhentian perangkat desa. Pemberhentian perangkat desa dalam pasal 53 UU 

Desa menyatakan bahwa perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, 

permintaan sendiri dan diberhentikan. Pemberhentian akan ditetapkan oleh kepala 

desa dengan berkonsultasi dengan camat dengan atasnamakan bupati, selanjutnya 

pengaturan lebih lanjut diatur dalam pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 

2014 pelaksanaan UU Desa yang terjadi penambahan norma terkait bahwa camat 

mengeluarkan rekomendasi tertulis camat dalam pemberhentian perangkat desa, 

merujuk lagi kepada pengaturan mekanisme pemberhentian perangkat desa pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Pemberhentian perangkat desa 

dikonsultasikan dengan camat, yang kemudian camat memberikan rekomendasi 

tertulis kepada kepala desa terkait hal tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa 

pengaturan lebih lanjut mengenai rekomendasi tertulis tersebut tidak dijelaskan 

dalam peraturan yang ada. Misalnya, tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa 

camat harus mengeluarkan rekomendasi tertulis, atau menetapkan tenggang waktu 

untuk memberikan jawaban tertulis atas rekomendasi tersebut kepada kepala desa. 

Akibatnya, hal ini dapat menimbulkan persoalan hukum dan ketidakpastian hukum 

bagi perangkat desa dalam proses pemberhentian perangkat desa. Seperti halnya 



pada hasil putusan-25-b-2021-pt-tun.sby bahwasanya dalam pemberhentian 

perangkat desa tanpa rekomendasi camat bisa dilakukan. Dengan hal ini pengaturan 

rekomendasi tertuis camat ini harus lebih diatur agar menjadi salah satu proses wajib 

dalam pemberhentian perangkat desa. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin 

terus mengkaji mengenai pertanyaan legal binding rekomendasi tertulis camat dalam 

proses pemberhentian perangkat desa  

B. METODE PENELITIALN 

Penelitialn ini menggunalnkaln metode hukum normaltive yalng menggunalkaln 

pendekaltaln perundalng-undalngaln daln pendekaltaln konseptuall sebalgalimalnal 

penelitialn menggunalkaln penelitialn normaltif. Selalnjutnyal menggunalkaln dual balhaln 

hukum hukum primer yalng terdiri dalri peralturaln perundalng-undalngaln daln balhaln 

hukum sekunder yalitu literaltur-literaltur hukum yalng berkalitaln dengaln penelitialn 

ini.  

 

C. HALSIL PENELITIALN DALN PEMBALHALSALN  

Pelalksalnalaln Pemerintalhaln Desal berfungsi sebalgali unit terdepaln dallalm 

memberikaln lalyalnaln kepaldal malsyalralkalt daln sebalgali elemen kunci untuk 

keberhalsilaln otonomi daleralh. (Purbal 2015) Otonomi daleralh memberikaln setialp 

wilalyalh untuk membalngun sesua li dengaln potensi yalng dimilikinyal, balik dalri segi 

sumber dalyal allalm malupun sumber dalyal malnusial. Sebalgali wujud desentrallisalsi 

kebijalkaln pemerintalh, otonomi daleralh bertujualn meningkaltkaln peraln pemerintalh 

dallalm memberikaln lalyalnaln secalral menyeluruh kepaldal malsyalralkalt. 

Penyelenggalralaln otonomi daleralh ini tentu saljal berpengalruh terhaldalp 

penyelenggalralaln pemerintalhaln desal. Dengaln aldalnyal otonomi daleralh, beralrti pulal 

balhwal desal memiliki otonomi dallalm menyelenggalralkaln pemerintalhalnyal. Menurut 

Undalng-Undalng Nomor 23 talhun 2014 staltus kecalmaltaln bukaln lalgi sebalgali wilalyalh 

aldministralsı talpi sebalgali wilalyalh kerjal calmalt sebalgali peralngkalt daleralh 

kalbupalten/kotal. Wilalyalh kecalmaltaln terdiri altals beberalpal desal altalu 

keluralhaln.(Ralhmalwalti 2017) Dengaln demikialn, wilalyalh kecalmaltaln lebih luals 

dibalndingkaln wilalyalh desal altalu keluralhaln. Calmalt altalu sebutaln lalin aldallalh kepallal 

pemerintalhaln daln koordinaltor di wilalyalh kerjal kecalmaltaln daln dallalm melalksalnalkaln 



tugalsnyal menerimal pelimpalhaln wewenalng pemerintalhaln dalri bupalti/wallikotal 

untuk mengaltur beberalpal urusaln otonomi daleralh. daln melalksalnalkaln tugals umum 

pemerintalhaln.(Kusumal 2016) Dallalm menjallalnkaln peralnnyal, Calmalt bertalnggung 

jalwalb untuk mengkoordinalsikaln pelalksalnalaln kebijalkaln pemerintalh, termalsuk 

progralm pembalngunaln daln pelalyalnaln sosiall di wilalyalhnyal. Selalin itu, calmalt jugal 

memiliki tugals untuk mengelualrkaln izin, memfalsilitalsi penyelesalialn malsallalh 

malsyalralkalt, sertal melalkukaln pengalwalsaln terhaldalp alpalralt desal daln keluralhaln. 

Dallalm menjallalnkaln tugalsnyal, calmalt berperaln sebalgali jembaltaln alntalral pemerintalh 

daleralh daln malsyalralkalt, Peraln aldallalh alspek dinalmis dalri sualtu kedudukaln. Ketikal 

seseoralng melalksalnalkaln halk daln kewaljibalnnyal sesuali dengaln posisinyal, malkal ial 

sedalng menjallalnkaln peralnnyal .(Rotual alnd Sallalm 2016) Berdalsalrkaln palsall 225 alyalt 

(1) huruf g  Undalng-Undalng Nomor 23 Talhun 2014 menyaltalkaln balhwal calmalt 

bertugals dallalm membinal daln mengalwalsi penyelenggalralaln kegialtaln Desal daln/altalu 

keluralhaln.  

Dallalm hall ini calmalt mempunyali keterlibaltaln dallalm proses pemberhentialn 

peralngkalt desal, dallalm pengalturaln pemberhentialn peralngkalt desal paldal palsall 53 UU 

Desal menyaltalkaln balhwal kepallal desal dallalm hall memberhentikaln peralngkalt desal 

terlebih dalhulu konsultalsi kepaldal calmalt dengaln altalsnalmalkaln bupalti/walli kotal. 

dikalrenalkaln hall dallalm memberhentikaln peralngkalt desal dengaln mengaltalsnalmalkaln 

bupalti/wallikotal. Dallalm hall pemberhentialn peralngkalt desal lebih lalnjut dialtur dallalm 

Peralturaln Pemerintalh Nomor 43 Talhun 2014 tentalng Peralturaln Pelalksalnalaln Undalng-

Undalng Nomor 6 Talhun 2014 Tentalng Desal. Palsall 69 palsall ini memualt ketentualn 

talmbalhaln mengenali taltal calral pemberialn rekomendalsi tertulis daln pemberhentialn 

peralngkalt desal, yalng dijelalskaln dallalm peralturaln Menteri Dallalm Negeri Republik 

Indonesial Talhun 2017 tentalng Perubalhaln peralturaln Nomor 67 Berdalsalrkaln peralturaln  

Nomor 83 Menteri Dallalm Negeri Talhun 2015 tentalng Pengalngkaltaln daln 

Pemberhentialn Peralngkalt Desal. Peralturaln menteri yalng diterbitkaln berdalsalrkaln 

peralturaln perundalng-undalngaln dialnggalp sebalgali peralturaln perundalng-undalngaln 

yalng didelegalsikaln (delegalted legisla lsi).(Kusumal 2016) paldal palsall 5 Menyaltalkaln 

balhwal dallalm hall memberhentikaln peralngkalt desal penetalpaln pemberhentialn 

peralngkalt desal di tetalpkaln oleh kepallal desal setelalh konsultalsi kepaldal calmalt, 



peralngkalt desal berhenti kalrenal meninggall dunial, permintalaln sendiri, daln 

diberhentikaln. Pemberhentialn yalng dimalksud alpalbilal peralngkalt desal sudalh tidalk 

memenuhi syalralt sebalgali peralngkalt desal daln melalnggalr lalralngaln peralngkalt desal. 

Dallalm hall pemberhentialn peralngkalt desal, kepallal desal terlebih dalhulu konsultalsi 

kepaldal calmalt, selalnjutnyal rekomendalsi tertulis calmalt halrus sesuali dengaln syalralt 

pemberhentialn peralngkalt desal. Setelalh menerimal halsil konsultalsi daln rekomendalsi 

tertulis dalri calmalt, kepallal desal balru dalpalt memberhentikaln peralngkalt desal. 

Berdalsalrkaln palsall 5 mengenali mekalnisme disebutkaln balhwal calmalt ikut 

berperaln dallalm proses pemberhentialn tersebut. Rekomendalsi calmalt dallalm 

pemberhentialn peralngkalt desal bukalnlalh untuk menghalpus kewenalngaln kepallal desal 

dallalm hall mengusulkaln pemberhentialn kepaldal bupalti/wallikotal tersebut. 

Seballiknyal, rekomendalsi ini bertujualn untuk mengendallikaln algalr Kepallal desal tidalk 

bertindalk semalunyal dallalm menggunalkaln halknyal terkalit pemberhentialn peralngkalt desal., 

sehinggal secalral aldministralsi terpenihi sesuali dengaln almalnalt perundalng-undalngaln 

balhwal calmalt bertugals dallalm membinal daln mengalalsi desal, daln untuk mengalntisipalsi 

terjaldinyal ketidalkjallalnaln sualtu pengalturaln tersebut daln tidalk menimbulkaln malsallalh 

daln polemik di desal. Sehinggal peraln calmalt dallalm proses pemberhentialn peralngkalt 

desal sudalh sesuali dengaln tugals sertal pengalturaln mekalnisme pemberhentialn 

peralngkalt desal.  

Sifalt mengikalt dallalm sualtu peralturaln hukum merujuk paldal kewaljibaln balgi 

malsyalralkalt untuk memaltuhi normal-normal yalng telalh ditetalpkaln oleh baldaln yalng 

berwenalng. Ini beralrti balhwal setialp oralng yalng beraldal dallalm yurisdiksi hukum 

tersebut terikalt oleh peralturaln yalng berlalku, talnpal kecualli.(Romaldhon, Saldjijono, 

alnd Widoyoko 2022) Sifalt mengikalt ini menciptalkaln kepalstialn hokum, Kepalstialn 

hukum aldallalh perlindungaln yalng dalpalt diuji secalral yudisiall terhaldalp tindalkaln 

sewenalng-wenalng, yalng beralrti balhwal seseoralng dalpalt memperoleh halk altalu 

kepalstialn dallalm situalsi tertentu. Malsyalralkalt membutuhkaln kepalstialn hukum algalr 

terciptal ketertibaln yalng lebih balik. Hukum berfungsi untuk menciptalkaln kepalstialn 

ini demi menjalgal ketertibaln sosiall. Di sisi lalin, malsyalralkalt jugal menginginkaln 

malnfalalt dalri peneralpaln altalu penegalkaln hukum. (Halsalziduhu Moho 2019) 



Hukum yalng balik halrus memiliki struktur yalng jelals daln tidalk almbigu.  

Peralturaln yalng jelals daln tegals membalntu malsyalralkalt memalhalmi halk daln kewaljibaln 

merekal. Ketidalkjelalsaln dalpalt menyebalbkaln ketidalkpalstialn daln interpretalsi yalng 

berbedal. Ketikal peralturaln dirumuskaln dengaln jelals, malsyalralkalt dalpalt dengaln 

mudalh memalhalmi halk daln kewaljibaln merekal dengaln ini alkaln menguralngi risiko 

pelalnggalraln yalng tidalk disengaljal kalrnal ketidalkjelalsaln sualtu pengalturaln tersebut. 

Dengaln aldalnyal kejelalsaln dallalm peralturaln, malsyalralkalt dalpalt menyelesalikaln konflik 

dengaln calral yalng lebih dalmali, kalrenal merekal memiliki alcualn yalng jelals untuk 

bertindalk. Nalmun, seballiknyal jikal sualtu pengalturaln menemukaln ketidalkjelalsaln 

malkal alkaln menimbulkaln berbalgali konflik hukum seperti pelalnggalraln daln 

kuralngnyal salnksi dallalm pengalturaln tersebut.  

Pembualtaln sualtu peralturaln palstinyal mempunyali proses yalng detalil , menurut 

Philipus M. Haldjon dallalm algil(ALgil Palmungkals alnd Walhyu ALsmorojalti 2023) 

mengemukalkaln balhwal Fungsi alsals pembentukaln normal hukum yalng tepalt aldallalh 

sebalgali dalsalr pengujialn dallalm pembentukaln normal hukum (uji formall) daln dalsalr 

pengujialn normal hukum yalng berlalku (uji substalntif). Prinsip-prinsip substalntif 

mencalkup prinsip-prinsip yalng sesuali dengaln cital-cital hukum Indonesial daln normal-

normal dalsalr negalral, prinsip-prinsip yalng sesuali dengaln hukum dalsalr negalral, 

prinsip-prinsip yalng mendukung prinsip-prinsip negalral hukum, daln prinsip-prinsip 

yalng konsisten dengaln prinsip-prinsip pemerintalhaln. malsu. Berdalsalrkaln sistem 

ketaltalnegalralaln.(Rokilal alnd Sulalsno 2021) Peralturaln perundalng-undalngaln aldallalh 

peralturaln tertulis dalri sualtu baldaln yalng dialkui yalng dibualt altals dalsalr kewenalngaln 

yalng diberikaln altalu dilimpalhkaln untuk membentuk undalng-undalng 

tertulis.(Dewalnsyalh 2019)  

Rekomendalsi tertulis dalri calmalt sebalgalimalnal dialtur dallalm peralturaln 

pemerintalh daln talhalpaln mekalnisme pemberhentialn peralngkalt desal merupalkaln 

alturaln yalng tertualng dallalm peralturaln. Menurut Kalmus Besalr Balhalsal Indonesial, 

rekomendalsi aldallalh salraln yalng menegalskaln, membenalrkaln, daln mengualtkaln. 

Selalnjutnyal Pengertialn rekomendalsi (begrip) aldallalh sualtu bentuk salraln (suggestion), 

tetalpi kaldalng-kaldalng jugal dalpalt beralrti nalsihalt. Rekomendalsi memiliki tigal jenis 

kekualtaln, yalitu: 



1) Kekualtaln mengikalt menurut hukum (legallly binding).  

2) Kekualtaln mengikalt secalral morall (morallly binding).  

3) Kekualtaln mengikalt secalral politik (politicallly binding).(Simalbural 

2019) 

Pertalmal, legall binding dalri rekomendalsi tertulis calmalt alpalbilal dilihalt dalri segi 

normaltive rekomendalsi tertulis terkalit Pemberhentialn peralngkalt desal dialtur dallalm 

Palsall 69 Peralturaln Pemerintalh Nomor 43 Talhun 2014 tentalng Pelalksalnalaln Undalng-

Undalng Nomor 6 Talhun 2014 tentalng Desal. Peralturaln Pemerintalh ini digunalkaln 

untuk melalksalnalkaln ketentualn Undalng-Undalng Nomor 6 Talhun 2014 sebalgalimalnal 

mestinyal. Dallalm alturaln ini, terdalpalt talmbalhaln normal terkalit rekomendalsi tertulis, 

yalng kemudialn dialtur lebih lalnjut dallalm Palsall 5 Peralturaln Menteri Dallalm Negeri 

Republik Indonesial Nomor 67 Talhun 2017 tentalng Perubalhaln altals Peralturaln Menteri 

Dallalm Negeri Nomor 83 Talhun 2015 mengenali Pengalngkaltaln daln Pemberhentialn 

Peralngkalt Desal. 

 morall binding merupalkaln sualtu kode yalng berperaln sebalgali pedomaln morall 

untuk menghindalri penyimpalngaln berdalsalrkaln kesaldalraln individu. Sedalngkaln 

yalng dimalksud dengaln legall binding aldallalh ketentualn-ketentualn yalng mengikalt 

secalral hukum yalng mempunyali kewenalngaln untuk menegalkkaln daln memberikaln 

alkibalt terhaldalp pelalnggalraln. Pelalnggalr alturaln yalng mengikalt secalral hukum 

dikenalkaln salnksi hukum, termalsuk salnksii pidalnal altalu aldministraltif. Pelalnggalraln 

normal kesusilalaln salalt ini halnyal diberi salnksi berupal teguraln morall. Keterlibaltaln 

politik jugal mengalcu paldal kemalmpualn lembalgal, peralturaln, daln normal untuk 

mempengalruhi daln mengaltur perilalku individu daln kelompok dallalm malsyalralkalt. 

Kekualsalaln, seperti hallnyal legitimalsi peralturaln, dialkui daln diterimal oleh malsyalralkalt 

daln sering kalli beralsall dalri konstitusi, undalng-undalng, altalu keputusaln otoritals 

publik. Kemalmpualn untuk mendorong individu altalu kelompok untuk mengikuti 

alturaln altalu kebijalkaln tertentu melallui salnksi altalu insentif. Kekualsalaln yalng timbul 

dalri normal daln nilali yalng diterimal secalral sosiall sertal dalpalt membentuk perilalku 

malsyalralkalt. Wewenalng yalng diberikaln kepaldal lembalgal pemerintalh altalu eksekutif 

untuk menentukaln daln melalksalnalkaln kebijalkaln. 



Secalral normaltif, rekomendalsi tertulis dalri calmalt telalh dialtur dallalm Palsall 69 

alyalt (2) Peralturaln Pemerintalh ini, yalng menegalskaln peraln calmalt dallalm proses 

pemberhentialn peralngkalt desal. Rekomendalsi tertulis tersebut menjaldi dalsalr balgi 

kepallal desal dallalm mengelualrkaln keputusaln pemberhentialn peralngkalt desal. 

Meskipun tidalk terdalpalt fralsal yalng menghalruskaln, peralturaln ini menyebutkaln 

rekomendalsi tertulis, sehinggal secalral aldministraltif rekomendalsi tertulis dalri calmalt 

diperlukaln sebalgali syalralt aldministraltif untuk penerbitaln SK pemberhentialn 

peralngkalt desal. 

Secalral hukum, peralturaln tersebut sebenalrnyal melimpalhkaln tugals kepaldal kepallal 

keluralhaln untuk memberikaln rekomendalsi mengenali persetujualn altalu penolalkaln usulaln 

pemberhentialn pegalwali desal, dengaln syalralt kepallal desal memaltuhi syalralt-syalralt 

pemberhentialn tersebut.(Vincentius Paltrial Setyalwaln 2023) Nalmun, alturaln tersebut 

belum memberikaln kepalstialn hukum yalng jelals mengenali sejaluh malnal talnggung 

jalwalb calmalt jikal terjaldi penyallalhgunalaln wewenalng, seperti jikal calmalt tidalk 

mengelualrkaln rekomendalsi tertulis. Contohnyal, dallalm putusaln nomor 

25/b/2021/Pt.Tun.Sby, kepallal desal tidalk menerimal rekomendalsi tertulis dalri calmalt. 

Meskipun begitu, dallalm putusaln tersebut kepallal desal memenalngkaln sengketal 

berdalsalrkaln peralturaln bupalti yalng berlalku di daleralh tersebut terkalit pemberhentialn 

peralngkalt desal. 

Ketentualn mengenali pengalngkaltaln daln pemberhentialn peralngkalt desal dialtur 

dallalm Undalng-Undalng Desal daln dilalksalnalkaln melallui Peralturaln Pemerintalh 

Nomor 43 Talhun 2014 sebalgali alturaln pelalksalnal, sertal Permendalgri Nomor 53 Talhun 

2018. Semual alturaln tersebut menghalruskaln aldalnyal rekomendalsi dalri calmalt. Dallalm 

Palsall 5 Permendalgri Nomor 53 Talhun 2018 tentalng Mekalnisme Pemberhentialn 

Peralngkalt Desal, ditegalskaln balhwal rekomendalsi calmalt menjaldi dalsalr balgi kepallal 

desal dallalm pemberhentialn peralngkalt desal. Berdalsalrkaln hieralrki perundalng-

undalngaln, setelalh diterbitkalnnyal Permendalgri Nomor 53 Talhun 2018 tentalng 

Pengalngkaltaln daln Pemberhentialn Peralngkalt Desal, pemerintalh kalbupalten/kotal 

diberikaln wewenalng untuk menetalpkaln peralturaln daleralh terkalit hall ini. Sebalgali 

contoh, dallalm putusaln ini diteralpkaln Peralturaln Bupalti Sumenep yalng menyebutkaln 

paldal Palsall 15 alyalt (5) Peralturaln Bupalti Sumenep Nomor 8 Talhun 2020 balhwal jikal 



calmalt tidalk memberikaln rekomendalsi sebalgalimalnal dimalksud dallalm alyalt (2), kepallal 

desal dalpalt menetalpkaln pemberhentialn sementalral altalu pemberhentialn peralngkalt 

desal. Dengaln demikialn, pengalturaln peralngkalt desal dialtur lebih lalnjut dallalm 

peralturaln daleralh/bupalti malsing-malsing. 

Rekomendalsi calmalt dallalm pemberhentialn peralngkalt desal bukalnlalh untuk 

menghilalngkaln kewenalngaln kepallal desal dallalm mengaljukaln pemberhentialn 

peralngkalt desal kepaldal bupalti/wallikotal. Seballiknyal, rekomendalsi ini berfungsi 

sebalgali mekalnisme pengalwalsaln algalr Kepallal desal tidalk bertindalk sewenalng-wenalng 

salalt memberhentikaln alpalralt desal, sehinggal potensi permalsallalhaln daln konflik di 

dallalm desal dalpalt diminimallisir. Sebalgali walkil pemerintalh daleralh yalng diberi wewenalng 

altribusi, calmalt melalksalnalkaln tugalsnyal sesuali dengaln Palsall 15 Peralturaln Pemerintalh Nomor 

19 Talhun 2008 tentalng Kecalmaltaln, khususnyal Palsall 1 f. - memperkualt kontrol terhaldalp 

pemerintalh desal daln/altalu kecalmaltaln; Untuk memalhalmi kedudukaln rekomendalsi bupalti 

dallalm pengalngkaltaln daln pemberhentialn peralngkalt desal, kital halnyal perlu mengkalji dalsalr 

hukum undalng-undalng yalng mengalturnyal. 

Dallalm teori hukum, terdalpalt dual jenis alturaln hukum: altribusi daln delegalsi. 

ALtribusi aldallalh peralturaln yalng dialtur dallalm Undalng-Undalng Dalsalr Negalral 

Republik Indonesial Talhun 1945, sedalngkaln pendelegalsialn aldallalh penyeralhaln 

wewenalng pembualtaln peralturaln dalri pemegalng wewenalng semulal kepaldal 

penerimal delegalsi, daln talnggung jalwalb pelalksalnalalnnyal aldal paldal penerimal delegalsi. 

Prinsip umum hukum (generall principle of lalw) yalng diterimal secalral universall 

membedalkaln kalidalh/normal hukum menjaldi dual bentuk, yalkni keputusaln 

(beschikking) daln peralturaln (regeling).(ALrifin 2023) Keputusaln merupalkaln instrumen 

hukum yalng bersifalt individuall, spesifik, daln terbaltals, sedalngkaln peralturaln bersifalt lebih 

umum, berwibalwal, daln mengikalt setialp oralng. Rekomendalsi Calmalt alntalral lalin pengalturaln 

mengenali altribusi, yalitu peralturaln yalng diwaljibkaln secalral hukum balgi pelalksalnalaln otonomi 

daleralh daln tugals-tugals pembalntu dallalm ralngkal pelimpalhaln kewenalngaln yalng dibalgikaln. 

Oleh kalrenal itu, alnjuraln Walkil Wallikotal dallalm hall pemberhentialn pegalwali desal merupalkaln 

peralturaln (rigerling) yalng waljib ditalalti daln dilalksalnalkaln daln tidalk boleh dialbalikaln kalrenal 

mempunyali alkibalt hukum. Isi rekomendalsinyal merupalkaln keputusaln (bessicking) kalrenal 

bersifalt khusus, finall, daln mengikalt kepallal desal dallalm mengalmbil keputusaln mengenali 

pemberhentialn pegalwali desal. 



 

D. KESIMPULALN 

Dallalm proses pemberhentialn peralngkalt desal, keterlibaltaln calmalt dallalm 

memberikaln rekomendalsi tertulis mengenali pemberhentialn peralngkalt desal halnyal 

sebaltals tugals daln fungsi pembinalaln daln pengalwalsaln terhaldalp penyelenggalralaln 

pemerintalhaln desal sebalgalimalnal dialtur dallalm Palsall 225 alyalt (1) Huruf g Undalng-

undalng Nomor 23 talhun ini. Rekomendalsi calmalt menjaldi syalralt pemberhentialn 

peralngkalt desal sesuali dengaln peralturaln pemerintalh. Dalri segi legallitals, ketentualn ini 

malsih dalpalt menimbulkaln ketidalkpalstialn hukum, kalrenal malsih belum jelalsnyal 

ketentualn yalng memberikaln kewenalngaln kepaldal calmalt untuk memberikaln 

rekomendalsi. Selalin itu, rekomendalsi calmalt mengenali pemberhentialn kepallal desal 

tidalk mempunyali sifalt legall binding kalrenal peralturalnnyal tidalk terlallu rinci daln 

ketentualn lebih lalnjut mengenali pemberhentialn kepallal desal dialtur dallalm peralturaln 

daleralh malsing-malsing.  
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